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KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerfja Dinas
Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
dipandang perlu menstapkan Indikator Kinerja Utama sebagai
dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan

0. bahwa berdasarkan pertiimbangan sebagaimana dimaksud
[ W]
dalam huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. '

Mengingat : 1. Undang - undang MNo. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

2. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah ( Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaer 126, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4437 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4844);



10.

3

12.

13.

14.

15.

18.

2

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah No 108 tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Stadar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemenintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Instruksi Presiden Nomor 28 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014
Testang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur Nomor
1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pravinsi Tahun 2011-
2031,

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Momor 1 Tahun 20139
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019
tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun;

Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Ketahanan Pangan dan Petermakan Kabupaten Madiun.

[ W]

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEMN MADIUN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
MADIUN F

Menetapkan Indikator kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini,



KEDUA : Penetapan Indikator Kinera Utama bertujuan untuk -

a. Memperoleh informasi kinerfja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik:

b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatuy tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

KETIGA . Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan untuk :

8. Menetapkan rencana kinerja tahunan Instansi:

b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran:
c. Menyusun dan menetapkan dokumen perjanjian kinerjé;
d. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;

e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Tahun 2018 - 2023;

f. Melakukan pemantauan dan pengendalian kKinerna pelaksanaan
program dan kegiatan;
i== A.T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapannya,
maka akan diadakan perubshan dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun _
pada tanggal ¥ September 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
Achd=F TEHHAKAN
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